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AGENDA II : 

 

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada 

Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US$181.650.682 (seratus delapan 

puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua Dollar 

Amerika Serikat), sebagai berikut: 

a) Sebesar US$3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau 

setara dengan 2% (dua persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat 

diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, 

sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPT;  

b) Sebesar US$54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika 

Serikat) atau setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun 

berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang akan 

diperhitungkan dengan dividen interim sebesar US$28.801.917 (dua puluh 

delapan juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus tujuh belas Dollar Amerika 

Serikat) yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2018. Sehingga sisa pembayaran 

dividen tunai menjadi US$25.698.083 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan 

puluh delapan ribu delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) atau senilai 

US$0.00144 (nol koma nol nol satu empat empat Dollar Amerika Serikat) per 

saham akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya 

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2019 

(recording date) pukul 16.00 WIB; dan 

c) Sisa sebesar US$123.550.682 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh 

ribu enam ratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 

68% (enam puluh delapan persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat 

diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk 

membiayai kegiatan usaha Perseroan. 

 
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan 

untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut 

serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 










